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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 

TENTANG 

TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI 

YANG DAPAT DIKONVERSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 

19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 28 

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan 

Produksi yang dapat Dikonversi; 

 

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5068); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi 

Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5608); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5098); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

326); 

17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja 

Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 

2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris 

Kabinet; 

18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 8); 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 

tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang 

Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364); 

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2013 

tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan 

Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, 

Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan 

Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan 
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Hutan dan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1050); 

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 

tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 617); 

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian 

Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di 

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka 

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1993) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.1/MenLHK-II/2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang 

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non 

Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141); 

24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaan 

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organsasi dan Tata 

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan 

Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

133); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN 

PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI.  
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